
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 161, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor5080);

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
huruf a, perlu rnenetapkan dengan Peraturan
Walikota tentang Penyaluran Dana Pemberian
Makanan Tambahan Posyandu Balita dan
Posyandu Lansia serta Penyaluran Dana Transport
Kader Posyandu Balita, Posyandu Lansia dan
Dasawisma;

a. bahwa dalam rangka kelancaran, serta kecepatan
penyaJuran dana Pemberian Makanan Tambahan
Posyandu Balita dan Posyand u Lansia, serta
penyaluran dana transport kader posyandu ba1ita,
posyand u Iansia dan dasawisma perlu disusun
teknis penyalurarmya;

Menimbang

WALIKOTA SANJARMASIN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENYALURAN DANA PEMBERJAN MAKANAN TAMBAHAN POSYANDU
BALlTA DAN POSYANDU LANSIA SERTA PENYALURAN DANA TRANSPORT

KADER POSYANDU BALlTA, POSYANDU LANSIA DAN DASAWISMA

TENTANG

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR L'r TAHUN 2018

WALlKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALlMANTAN SELATAN



9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nornor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarrnasin (Lernbaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7~
Tambah an Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 40);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarrnasin Nomor 3
Tahun 2014 Tentang Pokok- Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lern baran Daerah Kota
Banjarmasin TaJ1un 2014 Nornor 3);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 ten tang Pernbentukan Produk Hukurn
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036 );

6. Peraturan Presiden Nornor 99 Tahun 2017 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nornor 226);

5. Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 1994
tentang Pengelolaan Perkembangan
Kependudukan (Lembaran Negara RepubLik
Indonesia Tahuri 1994 Nornor 49, Tam bah an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559)
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan
Pernerirrtah Nornor 57 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 27
Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkernbangan
Kependudukan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2'009 Nomor 134, Tatnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5053);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
lndonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin tahan
Daerah (Lembaran Negara RepubUk lndonesia
Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Unc1ang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang Undangan (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) ;



10. Kader Posyandu Balita adalah anggota masyarakat setempat yang
mengelola kegiatan Posyandu Balita.

9. Dasawisma adalah kelornpok yang terdiri dati 10 sampai 20 rumah/ Kepala
Keluarga (KK) yang bertetangga dalam satu Rukun Tetangga (RT) yang
rnempunyai tugas melaksanakan kegiatan PKK.

8. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia selanjutnya yang disingkat Posyandu
Lansia yaitu kegiatan keterpaduan antara DPPKBPM Dinas Kesehatan,
Pemerintah Kecamatan .dan Kelurahan serta Tim Penggerak PKK yang
bertujuan untuk rneningkatkan kesehatan rnasyarakat, terutama para
lanjut usia.

7. Pos Pelayanan Terpadu Anak Bawah Lima Tahun selanjutnya yang
disingkat Posyandu yaitu kegiatan keterpaduan antara DPPKBPM, Dinas
Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecarnatan dan Kelurahan serta
Ti.mPenggerak PKKyang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat, meningkatkan status gizi masyarakat, rnenurunkan angka
kematian bayi dan ibu serta menurunkan angka kelahiran.

6. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada dilingkup Pernerintah Kota
Banjarmasin.

5. Kecamatan adalah Kecarnatan yang ada dilingkup Pemerintah Kota
Banjarrnasin.

4. Dinas Pengendalian Pencluduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat selanjutnya disingkat DPPKBPM adalah salah satu Organisasi
Perangkat Daerah yang ada dalam Pemerintahan Kota Banjarmasin.

3. Sekretarie Daerah adalah Sekretaris Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah Kota adalahPemerintah Kota Banjarmasin.

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

Dalamf'eraturan Daerah ioiyang dimaksuddengan :

Pasa11

KETENTUAN UMUM

BABI

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYALURAN
DANA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
POSYANDU BADiA DAN PQSYANDU LANSIA, SERTA
PENYALURAN DANA TRANSPORT KADER POSYANDU
BALfTA, POSYANDU LANSIA DAN DASAWISMA

Menetapkan

MEMUTUSKAN:



d. menciptakan rasa tanggungjawab lintas sektor terkait dan aparat
kelurahan terhadap keberhasilan kegiatan Posyandu dan Dasawisma;

c. rneningkatkan peran lintas sektor terkait dan aparat kelurahan dalam
pernbinaan terhadap leaderPosyandu dan Dasawisma; clan

b. mewujudkan keteraturan, ketepatan, dan kecepatan dalarn penyaluran
dana Posyandu dan Dasawisrna;

a. Memberikan acuan bagi DPPKBPMbeserta perangkatnya serta sector
terkait dalam merencanakan serta menyalurkan dana sebagai berikut ;
1. dana transport kader Posyandu Balita
2. dana transport kader Posyandu Lansia
3. dana transport kader Dasawisrna
4. dana Pernberian Makanan Tarnbahan untuk Posyandu Balita
5. dana Pernberian Makanan Tarnbahan untuk Posyandu Lansia

Tujuan Pengaturan dan pelaksanaan penyaluran dana dimaksud adalah
sebagai berikut :

Pasal 3

Bagian Kedua
Tujuan

Pengaturan dan pelaksanaan penyaluran dana Pernberian Makanan
Tambahan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia, serta penyaluran dana
transport kader posyandu balita, posyandu lansia dan dasawisma
dimaksudkan agar tercapai kecepatan dan ketepatan distribusi dana kepada
Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Dasawisma beserta kader-kadernya.

Pasal2

Bagian Kesatu
Maksud

MAKSUD DANTUJUAN

BAB II

14. Pernberian Makanan Tambahan untuk Lansia di Posyandu Lansia
selanjutnya PMTPosyandu Lansia.

13. Pemberian Makanan Tam.bahan untuk Balita di Posyandu Balita
selanjutnya disingkat PMTPosyandu Balita.

12. Kader Dasawisma adalah anggota masyarakat seternpat yang mengelola
kegiatan Dasawisma,

11. Kader Posyandu Lan.sia adalah anggota masyarakat setempat yang
mengelola kegiatan Posyandu Lansia.



(3) Kewenangan Posyandu rneliputi :
a. mernberikan nama ketua, sekretaris, bendahara dan anggota Posyandu
kepada Kelurahan;

b. menerima dana transport kader dan PMff posyandu melalui transaksi
non tunai;

c. rnembuat pertanggungjawaban keuangan dan nota: dukungnya dari dana
transport kader dan PMT posyandu;

d. melaksanakan program dan kegiatan posyandu; dan
e. membuat laporan program dan kegiatan posyandu.

(2) Kewenangan Kelurahan meliputi :
a. mernbuat Surat Keputusan tentang Nama-Nama Posyandu Balita,

Posyandu Lansia, Dasawisma, nama-nama kadernya, alamat dan strata
Posyandu;

b. mengelola kelengkapan pertanggungjawaban keuangan dari dana
transport kader Posyandu dan Dasawisma serta PMT posyandu yang
berada diwilayah kerjanya; dan

c. memberi rnasukan / informasi kepada DPPKBPM dalam hal
pelaksanaan dan perbaikan program dan kegiatan diposyandu dan
dasawisma.

(l) Kewenangan DPPKaPM meliputi:
a. merencanakan kebutuhan dana berdasarkan jurnlah posyandu dan

kader posyandu yang diusulkan oleh kelurahan dengan Surat
Keputusan Lurah yang berisi nama Posyandu Balita, nama Posyandu
Lansia, nama Dasawisma nama-llama kadernya, alarnat dan strata
Posyandu;

b. mencairkan dana tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku;
c. rnenyalurkan dana tersebut kepada Posyandu, Dasawisrna dan

Kadernya melalui transaksi non tunai; dan
d. memantau pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu dan

Dasawisma.

Pasal5

KEWENANGAN

BABrV

Ruang Iingkup teknis penyaluran dana meliputi :
a. dana transport kader Posyandu Balita;
b. dana transport kader Posyandu Lansia;
c. dana transport kader Dasawisma;
d. dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu Balita; dan
e. dana Pemberian Makanan Tarnbahan .(PMT) untuk Posyandu Lansia;

Pasal4

RUANG LlNGKUP

BABIn



Dengan berlakunya Peraturan Walikota mi, maka Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Teknis Penyaluran Dana
Pemberian Makanan Tambahan Posvandu BaJita dan Posyandu Lansia serta
Penyaluran Dana Transport Kader Posyandu Balita dan Posyandu Lansia 01
Kota Banjarrnasin {Betitadaerah Kota Banjarmasin Tahun 2018· Nornor 29)
dicabu t dan dinyatakan tidak berlaku lagi..

Pasal8

KETENTUANPENUTUP

BAB vu

Pernbiayaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Banjarmasiri pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
DPPKBPM Kota Banjarmasin.

Pasal 7

PEMBlAYAAN

BABVI

(2)Dana yang telah tersedia disalurkan kepada sernua Posyandu dan
Dasawisma serta kader Posyandu dan Dasawisma yang telah ditetapkan
berdasarkan Keputusan Walikota pada tahun berjalan.

(I) Dana yang telah tersedia pada DPPKBPMdiserahkan kepada Pesyandu dan
Dasawisma melalui transfer non tunai ke Posyand u dan Dasawisma
masing-masing setelah aparat eli kelurahan menerirna kelengkapan
pertanggungjawaban keuangan Posyandu dan Dasawisma.

Pasal6

ALVR KEOlATAN PENYALORAN

BABV

(4) Kewenangan Dasawisma rneliputi :
a. memberikan nama ketua, sekretaris, bendahara dan anggota Dasawisma

kepada Kelurahan;
b. menerima dana transport kader Dasawisma rnelalui transaksi non tunai;
c. membuat pertanggungjawaban keuangan dan nota dukurignya dari dana

transport kader Dasawisrna;
d. melaksanakan program dan kegiatan dasawisma;
e. rnembuat laporan program dan kegiatan dasawisma.



H. HAMLI J<URSANl
BERlTA DAERAH KOTA BANJARMAS1N TAHUN 2018 NOMOR 64

SEKRETA.R1SDAERAH KOTA BANJARMASIN,

Di undangkan di Banjarmasin
pada tanggal ::'2 lJ'ov~i'IlbUI' c, 18

H. IBNU SlNA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 21 1..ovcmbcr ~c:18

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa19


